BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DALCRAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 20]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
@ BUPATI KUDUS

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran
2019 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 26
Desember 2018 Nomor 910/214/2018 tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 dan
Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Anggaran

@ Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran

‘ 2019;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada hurul a.
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan vang lebih
tinggi;

c. bahwa berdasarkan periimbangan sebagaimana dimaksud hurul o

dan hurufl b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran
2019;




Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Mengingéat o1
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi  Jawa
Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang Penyelenggaraan
Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

@ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NQmor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

@]

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

® (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3387)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gayi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1877 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123):

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Lavanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengun
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- Peraturan Pemerintah  Nomor 55 Tahun 2005 tentang  Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pecrubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1614);
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- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 4664);

- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemcrintahan Ds acrah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
PPr\\'akllan Rakyat Dacrah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemermtah Daerah Kepada Masvarakat (Lembaran Negara Re publil:
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1693);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pe mungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
I\0m01 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219):

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123
Tambahan Lembaran Necgara Republik Indonesia Nomor S5538)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
vang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
168,Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor
5558),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 536
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37.

38.

PeféLurall‘Pcmerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian
Gd]l Pen.sn.lln. atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Neger
Sipil, P.rdJUI'H Tentara Nasional Indonesia, Anggota cholisun Negara
RCP‘_«Ibllk Indonesia, Pcjabat Negara, dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2016
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas
kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan
Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 77):

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha

Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
©6173);

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178)

)

- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan

Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 81)

)

S. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daecrah (Lembaran Dacrah
Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211);



Menetapkan

-{) -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

cdan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:;

: PERATURAN DAERAH  TENTANG ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal |

Anggaran Pendapatan dan Belanga Dacrah Tahun Anggaran 2019 sebagan

berilut:
a. Pendapatan Daerah Rp 1.714.031.199.000,00
b. Belanja Daerah Rp 1.814.797.414.000,00
Surplus/(Defisit) Rp (100.766.215.000,00)
¢. Pembiayaan Daecrah:
1. Penerimaan Rp 100.766.215.000,00
2. Pengeluaran Rp _ 0,00
Pembiayaan netto Rp 100.766.215.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 0,00
Pasal 2
(1) Pendapatan Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a

terdir dari :

a. Pendapatan Asli Dacrah scjumlah Rp 323.759.254.000,00

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 1.063.283.957.000,00

¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah
Rp 326.987.988.000,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah Rp 108.384.000.000,00

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 31.484.115.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah vang Dipisahkan sejumlah
Rp 7.118.227.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Sejumlah
Rp 176.772.912.000,00

Dana Perimbangan scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b

terdiri dari jenis pendapatan -

a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp 232.025.567.000,00

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 831.258.390.000,00

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 0,00
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Lain-lain Pendapatan Dacrah vang Sah sebagaimana dimaksud pad
ayat (1) huruf e terdiri dari jenis pendapatan ¢

a. Hibah sejumluah Rp 0,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 131.489.932.000,00
c.

Dana Penyesuaian dan Otonom Khusus sejumlah
Rp 195.498.056.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerimtah Daerah
Lainnya sejumlah Rp 0,00

Pasal 3

Belanja Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri
dari :

a. Belanja Tidak Langsung scjumlah Rp 1.149.082.151.000,00

b. Belanja Langsung scjumlah Rp 665.715.263.000.00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :

Belanja Pegawai sejumlah Rp 698.439.886.000,00

Belanja Hibah sejumlah Rp 175.268.120.000,00

Belanja Bantuan Sosial scjumlah Rp 13.047.180.000,00

Belanja Bagi Hasil scjumlah Rp 13.986.812.000,00

Belanja Bantuan Keuangan scjumlah Rp 246.340.153.000,00
Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 2.000.000.000,00
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Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurufb
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 45.359.950.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 377.162.943.000,00

¢. Belanja Modal sejumlah Rp 243.192.370.000,00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢
terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp 100.766.215.000,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp 0,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dar

Jenis pembiayaan :

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
(SILPA) sejumlah Rp 100.766.215.000,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dar

jenis pembiayaan:

- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
Rp 0,00
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Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2019 schagaiman dimaksud dalam Pasal 1,
tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini, terdin dari:

1. Lampiran | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah,;
dapatan dan Belanja

2. Lampiran Il Ringkasan Anggaran Pen
Pernerintahan Dacrah

Dacrah menurut Urusan
dan Organisast;

dan Belanja

3. Lampiran I Rincian Anggaran Pendapatan
Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;
menurut Urusan

Rekapitulasi Belanja
pemerintahan Dacrah, Organisasi, Program,

dan Kegiatan;

4. Lampiran IV

acrah untuk Kesclarasan
merintahan Dacrah
Pengelolaan

Rekapitulasi Belanja D
dan Keterpaduan Urusan Pe
dan Fungsi dalam Kerangka

Keuangan Negara,

Lampiran V

wn

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan
Per Jabatan;

6. Lampiran VI dan

7. Lampiran VI Daftar Piutang Dacrah;

8. Lampiran VIII  Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah;

9. Lampiran IX Dalftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X Dafltar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Lainnya;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran

Sgbelumnya yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran
Ini;

12. Lampiran XII  Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Eup;tl menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
N ) e = o
cln kapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
Rea sanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2019. ‘ o

n
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Pasal 7

(1) Dalam keadaan darurat atau mendesak, Bupati dapat melakukan
pengeluaran yang belum  tersedia anggarannya, yang sclanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

(2) Keadaan darurat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang
memenubhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
dacrah dan tidak dapat diprediksikan scbelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi sccara berulang;

berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangk:
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat atau mendesak.

O

(3) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
kurang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masya.rakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya vyang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah dacrah
dan masyarakat.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan
Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah
Kabupaten Kudus.

——— N

1212h diteliti atas ke

v henarannyg «
| Wo. Jabatta )
) i CEHA Ditetapkan di Kudus
A, pada tanggal 31 Desember 2018
2 1.
[5 BUPATI KUDUS,
B

Diundangkan

Is |

BAGIAN HUKUM

MUHAMMAD TAMZIL

di Kudus,

pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

A?ldm {”“‘L

SAM’ANI INTAKORIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH ((9/2018)
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